
PENJELASAN 
 

ATAS 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  24  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
 
 

I. UMUM 
 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh 
rakyat. 

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang 
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain 
itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat                      
Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem 
jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan 
sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah 
memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 
mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk 
badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik 
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 
amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan 
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-
besarnya kepentingan Peserta. 

Pembentukan . . . 
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Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah 
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-
III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan 
BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh 
Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan  dari Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan 
PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan 
PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, 
aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 
Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan 
program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas 
yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat 
manusia. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang 
bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang 
efisien dan efektif. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil. 

Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 
Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah 
kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi 
terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Pasal 4 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “prinsip kegotongroyongan” adalah 
prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung 
beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan 
kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan 
tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip 
pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil 
pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-
besarnya bagi seluruh Peserta. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah 
prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, 
benar, dan jelas bagi setiap Peserta. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah 
prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan 
tertib. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah 
prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan 
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah 
prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan 
meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat 
tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat 
wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh 
penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang 
dilaksanakan secara bertahap. 

Huruf h . . . 
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Huruf h 
Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah 
bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan 
dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

 
Pasal 9  

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11  

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “menagih” adalah meminta 
pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, 
atau kekurangan pembayaran Iuran. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
 

Huruf d . . . 
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Huruf d 
Pemerintah menetapkan standar tarif setelah 
mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan 
asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun 
tingkat daerah. 
Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat 
berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai 
dengan tingkat kemahalan harga setempat, sehingga 
diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan 
efisien. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” antara lain 
adalah kewajiban mendaftarkan diri dan Pekerjanya 
sebagai Peserta, melaporkan data kepesertaan termasuk 
perubahan Gaji atau Upah, jumlah Pekerja dan 
keluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja.  

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang–undangan” 
adalah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional dan peraturan pelaksanaannya. 

Huruf h 
Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan 
pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta 
penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi 
Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik 
negara, dan badan usaha milik daerah. 

 

Pasal 12 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian 
dari akumulasi Iuran Jaminan Sosial dan hasil 
pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk 
membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial. 

Huruf b . . . www.djpp.kemenkumham.go.id
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Huruf b 
Cukup jelas. 

 
Pasal 13 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal” adalah 
nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada 
setiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atas 
hak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggal 
berlaku untuk semua program Jaminan Sosial. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c  
Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS 
mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, 
penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan 
Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, 
dan pengeluaran BPJS. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
 

Pasal 15 . . . 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 7 - 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “program Jaminan Sosial yang 
diikuti” adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “data” adalah  data diri Pemberi 
Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk 
perubahannya. 

Ayat (3) 
Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan 
yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis 
usaha, dan/atau skala usaha.  
Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh 
mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan 
kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program 
Jaminan Sosial. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
 
Pasal 17 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pelayanan publik 
tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin 
mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak 
tanah dan bangunan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah 
daerah” adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
 
Pasal 21 

Ayat (1)  
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja 
diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional. 
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja 
diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat 
kembali” adalah dicalonkan kembali melalui proses 
seleksi. 

 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
 
 

Pasal 23 . . . 
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Pasal 23 
Ayat (1) 

Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang 
yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus 
di bidang Jaminan Sosial.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat 
kembali” adalah dicalonkan kembali melalui proses 
seleksi. 

 
Pasal 24 

Ayat (1)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah 
termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
Tahunan BPJS. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c  

Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gaji 
atau upah dan manfaat tambahan lainnya. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f . . . 
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Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas 
atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang 
pendidikan formal.  

Kriteria kompetensi calon anggota Dewan 
Pengawas atau calon anggota Direksi diukur 
berdasarkan pengalaman, keahlian, dan 
pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

 
Huruf j . . . 
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Huruf j 
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tidak boleh merangkap jabatan” 
adalah setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas 
atau anggota Direksi, yang bersangkutan melepaskan 
jabatan lain di pemerintahan, termasuk lembaga negara 
atau badan hukum lain. 

 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
 
Pasal 27 

Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan 
pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang 
tugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan, 
aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, 
manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja, dan/atau hukum yang dapat dibuktikan 
dengan sertifikat kompetensi. 

 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
 
 
 Pasal 33 . . . 
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Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang 
diberhentikan sementara, pejabat sementara yang 
diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan 
Pengawas yang lain. 

Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang 
diberhentikan sementara, pejabat sementara yang 
diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi 
yang lain. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “dinyatakan sehat kembali” adalah 
apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada 
rumah sakit milik Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan “statusnya sebagai tersangka 
dicabut” adalah apabila proses penyidikan perkaranya 
dihentikan oleh penyidik. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

 
Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 . . . 
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Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 
DJSN melakukan monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan program Jaminan Sosial. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas 
independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan.  
Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya 
Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan 
pemeriksaan. 

 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
 
Pasal 42 

Cukup jelas. 
 
Pasal 43 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, 
surat berharga, serta tanah dan bangunan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 
 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

 
Pasal 46 

Cukup jelas. 
 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

 
Pasal 49 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 
adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 

 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam 
negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka 
peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas 
pelayanannya kepada Peserta. 

Ayat (3) 
Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga 
internasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia.  

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 52 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah 
hubungan keluarga karena pertalian darah atau 
perkawinan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” 
adalah melakukan perbuatan yang merendahkan 
martabat Dewan Pengawas dan Direksi. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k . . . 
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Huruf k 
Cukup jelas. 

Huruf l 
Cukup jelas. 

Huruf m 
Cukup jelas. 

 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
 
Pasal 56 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat 
berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana 
yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber 
daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. 

Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan 
dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan 
Sosial antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, 
dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir. 

 
Pasal 57 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

 

Huruf c . . . 
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Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai 
tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya 
pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan 
cacat karena dinas, santunan cacat bukan karena dinas, 
santunan biaya pemakaman istri/suami, dan santunan 
biaya pemakaman anak. 

Huruf f 
Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna 
dan asuransi kematian. 

 
Pasal 58 

Huruf a 
Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara 
lain: 
a.  menyusun sistem dan prosedur operasional yang 

diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan;  
b.  melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku 

kepentingan jaminan kesehatan;  
c.  menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional untuk Peserta PT Askes 
(Persero); 

d.  berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk 
mengalihkan penyelenggaraan program jaminan 
kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan; 

e.  berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, 
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik 
Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan 
program pelayanan kesehatan bagi  anggota TNI/Polri 
dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, 
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik 
Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS 
Kesehatan; dan 

f. berkoordinasi . . . 
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f.  berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk 
mengalihkan penyelenggaraan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. 

Huruf b 
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, 
pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke 
BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: 
a.  menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan 

audit atas laporan keuangan penutup PT Askes 
(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS 
Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan 
dana jaminan kesehatan; dan 

b.  menyusun laporan keuangan penutup PT Askes 
(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS 
Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan 
dana jaminan kesehatan. 

 
Pasal 59 

Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

 
Pasal 61 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk 
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 
jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara 
lain: 
a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang 

diperlukan untuk beroperasinya BPJS 
Ketenagakerjaan; dan 

b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari 
tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

Huruf c . . . 
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Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, 
pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) 
ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain: 
a.  menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan 

audit atas laporan posisi keuangan penutup PT 
Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan 
pembukaan BPJS Ketenagakerjaan; dan 

b.  menyusun laporan posisi keuangan penutup PT 
Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan 
pembukaan BPJS Ketenagakerjaan. 

 
Pasal 62 

Cukup jelas. 
 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

 
Pasal 64 

Cukup jelas. 
 

Pasal 65 
Ayat (1)  

PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap 
transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain 
memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran 
pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Ayat (2) 
PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap 
transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain 
memuat pengalihan program tabungan hari tua dan 
program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. 

 
 Pasal 66 . . . 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 - 

Pasal 66 
Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI 
(Persero) dan program tabungan hari tua dan program 
pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) 
adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan 
penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, 
yang antara lain memuat pengalihan program  Asuransi Sosial 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program 
pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan 
program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke 
BPJS Ketenagakerjaan. 

 
Pasal 67 

Cukup jelas. 
 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

 
Pasal 69 

Cukup jelas. 
 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
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